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ABSTRAK 
 

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat 
harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang 
terbaik demi peningkatan pelayanan publik.Kepuasaan masyarakat merupakan tolak 
ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia layanan publik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar Operasional 
Procedure (SOP) dan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan 
pasca pemekaran di Kecamatan Ili Timur III Kota Palembang.Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
observasi,wawancara,dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan pasca pemekaran di 
Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang menunjukkan bahwa Standar pelayanan di 
Kantor Kecamatan Ilir Timur III sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang 
berlaku,akan tetapi masih ada beberapa indikator SOP yang belum dilaksanakan 
dengan baik,dikarenakan faktor dari eksternal maupun internal pada kantor Kecamatan 
tersebut.Kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang 
dapat dikatakan baik,namun ada indikator yang belum berjalan sesuai dengan harapan 
masyarakat sehingga membuat masyarakat tidak nyaman dalam mengurus 
keperluannya. 
Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, administrasi kependudukan,Pemekaran, 
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ABSTRAC 
 

The government as a provider of public services needed by the community must 
be responsible and continue to strive to provide the best service for the improvement 
of public services. Community satisfaction is a measure of the success of public 
services provided by public service providers. This research aims to find out how the 
implementation of Standard Operational Procedure (SOP) and the quality of public 
services in the field of population administration after expansion in Ilir Timur III 
District of Palembang City.This research uses descriptive qualitative method.Data 
collection is done by observation, interview, and documentation techniques. The results 
of this study indicate that the quality of public services in the field of post-expansion 
population administration in Ilir Timur III Subdistrict of Palembang City shows that 
service standards at the Ilir Timur III Subdistrict Office have been carried out in 
accordance with applicable procedures, but there are still several SOP indicators that 
have not been implemented properly, due to factors from external and internal to the 
District office. 
Keywords : service quality, Population Administration, Expansion 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

Pelayanan publik ini menjadi sangat penting karena berhubungan dengan 

khalayak masyarakat ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan 

tujuan. Oleh karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah 

maupun non-pemerintah. Jika pemerintah, maka organisasi birokrasi 

pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan 

pelayanan publik. Sedangkan nonpemerintah, maka dapat berbentuk organisasi 

partai politik, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat maupun 

organisasi - organisasi kemasyarakatan yang lain. Siapapun bentuk institusi 

pelayanananya, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan 

kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

kepentingannya (Subhan, 2021). 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan 

bahwa Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa ataupun 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

(Fauziah, 2016) 

Salah satu dari pelaksanaan pelayanan publik yaitu administrasi kependudukan 

yang berada di suatu pemerintahan,administrasi kependudukan adalah rangkaian 

kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data 
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kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Suaib, 2020). 

Dengan demikian, pemerintah menerapkan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) yang mana pemerintah lebih transparan mengenai prosedur pelayanan, 

persyaratan administrasi, rincian biaya dan waktu penyelesaian sehingga tidak 

menyebabkan proses pelayanan menjadi rumit dan mengindikasikan adanya 

praktik-praktik korupsi. Dan sebagai pedoman mengenai tugas dan kewenangan 

yang akan diserahkan kepada petugas tertentu menangani satu proses pelayanan 

tertentu. Atau dengan kata lain, bahwa semua petugas yang terlibat dalam proses 

pelayanan memiliki uraian tugas dan tangung jawab yang jelas (Ayu,2016). 

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan salah satu aspek penting yang 

perlu dibuat dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, 

efisien dan ekonomis pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan. Dalam persepsi umum reformasi birokrasi bertujuan tidak lain 

adalah untuk melakukan perbaikan atas kualitas pelayanan publik. Secara 

operasional untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis tidak 

lain adalah memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, 

sehingga akan lebih mencerminkan birokrasi yang mampu menjalankan fungsi 

pemerintahan sesuai dengan kriteria dan uraian tugas yang dimiliki oleh masing- 

masing unit kerja (Ayu,2016) . 

Salah satu instansi pemerintah daerah penyedia layanan yaitu Kantor 

Kecamatan pada jasa pelayanan administrasi seperti Kartu Keluarga (KK),Akta 
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Kelahiran dan lain-lainnya. Kantor Kecamatan merupakan unsur pelaksana 

pemerintah daerah di bidang kependudukan yang dipimpin oleh Camat (Jamal & 

Guntara, 2020). 

Pemberian pelayanan-pelayanan yang terdapat di Kecamatan tentunya 

dimaksudkan sebagai upaya menghadirkan pemerintahan ditengah masyarakat 

yang memerlukan perluasan jangkauan pelayanan atau dalam rangka 

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan kata lain kewenangan 

tersebut membawa konsekuensi menjadikan kecamatan sebagai unit pemerintahan 

otonom terdepan dalam penyelenggarakan pelayanan publik secara ideal dalam 

rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat (Brier & lia dwi jayanti, 

2020). 

Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan yaitu pemekaran untuk 

mempermudah pelayanan terhadap masyarakat yang mana tertera dalam Peraturan 

Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria 

Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Namun, alih-alih harus 

memilih antara menghapus atau menggabungkan daerah, banyak kecamatan justru 

memilih untuk memecah kecamatan untuk lebih mengubah kondisi di daerahnya. 

Dalam peraturan pemerintah ini ditegaskan bahwa suatu daerah berhak 

mengusulkan pemekaran kecamatan sepanjang memenuhi persyaratan teknis, 

administratif, dan fisik daerahnya guna memberikan manfaat bagi penduduk 

setempat.Melalui pembagian kekuasaan dalam skala yang lebih kecil, pemekaran 

wilayah juga bertujuan untuk mengembangkan demokrasi lokal. 

Pemekaran kecamatan merupakan sebuah alternatif untuk mempercepat 
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pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh 

pelayanan publik bagi masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya 

pemekaran kecamatan masyarakat mendapatkan apa yang menjadi harapannya 

selama ini, karena pelayanan langsung diberikan oleh pemerintah. Pemekaran 

kecamatan harus benar-benar dilaksanakan untuk mendekatkan pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat dan memperpendek alur pelayanan pemerintah 

pusat sehingga akan terciptanya pelayanan yang baik dan berkualitas yang 

bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah otonom. 

(Sandika et al., 2018) Untuk memudahkan kelancaran pelaksanaan kegiatan di 

pemerintahan kecamatan, pemekaran kecamatan ini juga membutuhkan sumber 

daya manusia yang memadai, memiliki kantor kecamatan sendiri, dan sudah 

termasuk biaya operasional (Poma et al., 2021). 

Dapat diketahui bahwa Kota Palembang memiliki 18 kecamatan dan 107 

kelurahan (dari total 236 kecamatan, 386 kelurahan dan 2.764 desa di seluruh 

Sumatra Selatan). Pada tahun 2023, jumlah penduduknya sebesar 6.570.409 jiwa 

dengan luas wilayahnya 369,22 km² dan sebaran penduduk 4.250.889 

jiwa/km.Salah satu kecamatan yang ada di Kota Palembang yaitu Kecamatan Ilir 

Timur III merupakan pembentukan Kecamatan baru yang merupakan hasil dari 

pemekaran di Palembang. 

Perda Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas 

peraturan daerah Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pembentukan Kecamatan 

Jakabaring dan Kecamatan Ilir Timur III .Bahwa pembentukan Kecamatan 
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Jakabaring dan Kecamatan Ilir Timur III telah ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2017, dengan adanya perkembangan keadaan telah terjadi 

perubahan luasan wilayah geografis dan administratif Kecamatan Jakabaring dan 

Kecamatan Ilir Timur T III. 

Kecamatan Ilir Timur III merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

wilayah Kota Palembang yang merupakan kecamatan hasil pemekaran dari 

Kecamatan Ilir Timur II.Kecamatan Ilir Timur III dapat dikatakan sebagai salah 

satu kecamatan hasil pemekaran yang belum cukup baik memberikan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat. 

Yang mana dari pemekaran kecamatan diharapkan pelayanan masyarakat 

yang lebih baik .Dengan adanya pemekaran kecamatan masyarakat dapat lebih 

cepat dalam mendapatkan pelayanan dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan 

yang dilaksanakan pemerintah. Dan salah satu tujuan utama pemekaran kecamatan 

dalam hal ini Kecamatan Ilir Timur III masyarakat merasa tidak maksimalnya 

kualitas pelayanan publik serta peningkatan mutu sumber daya manusia dan 

peningkatan mutu sumber daya alam masyarakat Kecamatan Ilir Timur 

III.Sehingga lahirlah inisatif untuk melakukan pemekaran.Dan salah satu 

persoalan yang selama ini terjadi merupakan akses jarak tempuh yang cukup jauh 

dan juga banyaknya penduduk yang merupakan masyarakat Ilir Timur II 

mengakibatkan kepadatan atau kurang efektif dalam memberikan pelayanan 

terhadap masyarakat,dan juga salah satu bagian alasan pemekaran kecamatan 

karna dalam proses pengurusan pelayanan di Kantor camat misalnya dalam 
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pengurusan administrasi kependudukan yang merupakan hal penting dalam 

kehidupan masyarakat mengingat Negara Indonesia memiliki administrasi yang 

jelas dan diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia,tetapi pada 

kenyataan yang terjadi dalam pelayanan publik di Kantor Camat masih banyak 

keluhan yang diberikan oleh masyrakat terhadap pelayanan pada kantor camat 

tersebut. 

Seperti pada penelitian terdahulu di Kelurahan Tegalbunder Kecamatan 

Purwakarta yang terletak di sebelah utara Kota Cilegon ini merupakan wilayah 

administratif yang sebelumnya merupakan bersifat otonom atau berbentuk desa. 

Perubahan ini merupakan bentuk dari peningkatan status yang diharapkan akan 

mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Dengan ditetapkanya 

status desa menjadi kelurahan kewenangan desa sebagai suatu kesatuan 

masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat,sehingga dengan perubahan tersebut dapat memberikan dampak positif. 

 
Sebagai contoh masih kekurangan pegawai di Kantor Kecamatan Ilir Timur 

III sehingga memperlambat pelayanan yang diberikan, belum adanya bangunan 

yang tetap untuk Kantor Camat tersebut dalam proses pembangunan sehingga 

masyarakat yang tidak mengetahui tempat pindah nya memperlambat waktu 

masyarakat tersebut dan juga jarak dari gedung pembangunan ke Gedung 

sementara itu tempat nya cukup jauh sehingga jangka waktu tersebut 

memperlambat masyarakat dalm melakukan pelayanan. Seharusnya dengan 

adanya pemekaran kecamatan, apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat selama 
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ini bisa terpenuhi dengan baik. Masyarakat bisa mendapakat pelayanan yang prima 

dari pemerintah, merasakan pembangunan infrastruktur yang memadai sehingga 

bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran Kecamatan Ilir Timur 

III yang sudah berjalan lebih cukup lama belum bisa memberikan dampak yang 

baik kepada masyarakat terutama dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik.” 

Pemerintah Kota Palembang memberikan kewenangan demokrasi yang sebebas- 

bebasnya selama tidak melanggar regulasi dalam mengelola kekayaan alam secara 

Bersama.inilah yang menjadi alasan paska terjadinya pemekaran Kecamatan Ilir 

Timur III, yang merupakan tanggung jawab yang besar bagi aparatur kecamatan 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ketampakan 

fisik,kehandalan,tanggapan,jaminan,empati. 

 
Dari penjelasan latar belakang diatas penulis mencoba untuk mengangkat 

judul proposal penelitian. “Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pasca 

Pemekaran Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang”Diharapkan dengan 

penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan administrasi 

kependudukan pasca pemekaran Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah Bagaimana kualitas pelayanan administrasi kependudukan 

pasca pemekaran Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang? 

1.3 Tujuan Masalah 
 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas,maka tujuan 
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penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan 

administrasi kependudukan pasca pemekaran Kecamatan Ilir Timur III Kota 

Palembang. 

 
1.4.1 Manfaat Teoritis 

 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 

mengembangkan Ilmu Administrasi Publik dalam kualitas pelayanan 

administrasi kependudukan pasca pemekaran Kecamatan Ilir Timur III Kota 

Palembang, Menambah wawasan bagi pembaca dan peneliti lain dalam 

penulisan yang serupa, serta dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan, 

serta pengalaman bagi pembaca dan penulis khususnya mengenai kualitas 

pelayanan administrasi kependudukan pasca pemekaran Kecamatan Ilir Timur 

III Kota Palembang 

 
1.4.2 Manfaat Praktis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan 

sebagai bahan evaluasi serta referensi bagi instansi Pemerintahan Di 

Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, terkait kualitas pelayanan 

administrasi kependudukan pasca pemekaran Kecamatan Ilir Timur III Kota 

Palembang 

 
1.4.3 Manfaat Akademik 

 

Manfaat dari penelitian ini untuk bidang akademik adalah diharapkan 
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untuk dapat menjadi bahan litelatur dan membantu dalam mengembangkan 

keilmuan serta memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang sosial 

khususnya tentang kualitas pelayanan administrasi kependudukan pasca 

pemekaran dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang serupa. 
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